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KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 162.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24.13
TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN

DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGIKUTI TUGAS
BELAJAR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Nomor 24.13 Tahun 2016, Pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Tugas
Belajar pada Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia; 

b. bahwa Pegawai dalam Laporan Perkembangan Studi menyampaikan
permohonan penambahan waktu pelaksanaan tugas belajar dalam rangka
penyusunan disertasi;

c. bahwa berdasarkan Persekjen Nomor 22 Tahun 2016 disebutkan bahwa PNS
yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan masa studi
yang ditentukan oleh penyelenggara pendidikan setelah mendapatkan izin dari
Sekretaris Jenderal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c
di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
24.13 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk Mengikuti
Tugas Belajar Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 24  Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 158);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24.13 TAHUN 2016 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN
DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PROGRAM PROGRAM DOKTOR ILMU
ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi sebagai tersebut di bawah ini, untuk mengikuti Tugas Belajar
Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan menyelesaikan
pendidikan selambatnya 14 (empat belas) Semester pada Agustus 2022:

KEDUA : Hak, Kewajiban, dan Sanksi yang ditentukan dalam rangka mengikuti Tugas Belajar
Program Doktor adalah berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
SALINAN  Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
5. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk-260217938220316015846
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Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 162.1 Tahun 2019
Tanggal : 5 Agustus 2019

No Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Program Pendidikan Lembaga Pendidikan
1 2 3 4 5 6

1. Andi Hakim, S.IP., M.A. 19860708 201012 1 001 Penata (III/c) Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
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Kepada Yth,
Bapak Seretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. M Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Salam Hormat,

Pertama-tama saya doakan Pak Sekjen dan seluruh keluarga besar MK selalu dalam

lindungan Allah SWT dan di jaga kesehatannya dalam menghadapi masa sulit pandemi Covid

19.

Selanjutnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Tugas Belajar

Program Doktoral pada Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi,

Universitas Indonesia yang baru saja telah saya selesaikan seluruh tahapan dalam kegiatan

belajar mengajar berdasarkan ketentuan Universitas Indonesia dengan keterangan sebagai

berikut:

1. Bahwa Tugas Belajar pada Pogram Studi Doktoral Ilmu Kebijakan Publik, Universitas

Indonesia telah selesai dilaksanakan selama 11 Semester atau 5 ½ (Lima Setengah)

Tahun sejak Tahun 2015 berdasarkan catatan riwayat akademik Mahasiswa

sebagaimana terlampir; 

2. Dalam rentang waktu 11 semester, saya telah berhasil menyelesaikan  52 SKS yang

diwajibkan bagi peserta mahasiswa program Studi Doktoral Ilmu Kebijakan Publik;

3. Selain pemenuhan 52 SKS, saya juga telah menghasilkan sejumlah karya tulis Ilmiah

berupa  2 (dua) jurnal ilmiah internasional, 1 jurnal ilmiah nasional, 2 opini pada surat

kabar nasional, dan satu buku bunga rampai serta satu buku penuh.

4. Capaian Indeks Prestasi Kumulatif yang berhasil diraih dalam program Studi Doktoral

Ilmu Kebijakan Publik adalah 3.74. (Tiga Koma Tujuh Puluh empat);

5. Adapun nilai untuk sidang promosi berdasarkan hasil penelitian dan pemarapan pada

saat sidang promosi diberikan nilai A;

6. Berdasarkan hasil keputusan dewan penguji sidang promosi yang dilaksanakan pada

tanggal 28 Desember 2021 diputuskan oleh Dewa Penguji melalui Dekan Fakultas Ilmu

Administrasi bahwa saya mendapatkan Yudisium Sangat Memuaskan;

7. Berdasarkan hasil sidang kelulusan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

pada tanggal 06 Januari 2022 yang mendasarkan hasil sidang promosi, hasil penelitian
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yang telah disahkan oleh seluruh dewan penguji, dan dokumen-dokumen studi dan

administrasi lainnya, saya dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan Lulus dalam

Pogram Studi Doktoral Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

8. Saat ini saya sedang menunggu proses untuk menerima Ijazah dan pendaftaran untuk

prosesi wisuda;

9. Bersama ini saya akan lampirkan data-data terkait riwayat studi yang sudah

diselesaikan, Piagam Penghargaan Telah Berhasil Mempertahankan Disertasi dan

karya tulis disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari seluruh Dewan Penguji

sebagai bentuk pertangggung jawaban saya dalam melaksanakan Tugas Belajar pada

Pogram Studi Doktoral Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Pada akhirnya, dengan telah selesainya pelaksanaan program Tugas Belajar saya

ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua MK, Seluruh

Hakim Konstitusi, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Panitera, seluruh pejabat sturktural

dan fungsional MK, serta seluruh rekan kerja di MK yang selalu memberikan dukungan

terbaik selama saya melaksanakan studi hingga berhasil menyelesaikan studi pada Pogram

Studi Doktoral Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Setelah menyelesaikan studi ini, saya siap mengabdikan diri dan ilmu yang saya

dapatkan selama belajar Pogram Studi Doktoral Ilmu Kebijakan Publik, Universitas

Indonesia bagi Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi tempat di mana saya bekerja selama

lebih dari 10 Tahun dan telah memberikan banyak kesempatan mengembangkan diri

seperti program rintisan gelar ini. 

Semoga MK selalu menjadi center of excellent dan menjaga the golden era for

student and learner sebagaimana era yang dikembangkan oleh Bapak Prof M Guntur

Hamzah selaku Sekretrais Jenderal MK saat ini.

The last but absolutely not the least, Learning is never ending process, so

let’s carry on.

Jakarta, 07 Januari 2022

Andi Hakim
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